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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Pada hakikatnya, berbagai ilmu pengetahuan dimulai dari pertanyaan holistik 

dengan terkonsentrasi pada beberapa perihal secara krusial, yaitu entitas yang ingin 

dipahami secara seksama, bagaimana mendapatkan pengetahuan yang diasumsikan 

cukup valid dan konstruksi signifikansi dari kerangka konseptual dari pengetahuan 

tersebut. Hal demikian secara sepintas terlihat sederhana, namun melibatkan proses 

yang kompleks sebagai entitas yang asasi dan inheren. Untuk memberikan jawaban 

tertentu dengan atmosfer preskriptik-analitik terhadap suatu permasalah penelitian, 

maka akan dibutuhkan struktur berpikir secara filosofis berdasarkan prosedur yang 

menghadirkan probabilitas terbuka terhadap kalkulasi potensi pengetahuan secara 

universal, sistematis, mandiri dan radikal sebagai bagian dari konstruksi kebenaran 

dari sebuah ilmu pengetahuan (Muslih, 2006). Sebuah proses penelitian tidak akan 

terlepas dari dimensi epistemologi yang berkorespondensi langsung dengan hakikat 

dan ruang lingkup dimensi metafisika terkait, dasar dalam konstruksi pengetahuan, 

realitas pengandaian termasuk tanggung jawab proposisi pengetahun dalam transisi 

krusial dimensi konseptualisasi. 

Dalam melaksanakan pengembangan suatu disiplin ilmu pengetahuan melalui 

penelitian ilmiah, secara alamiah akan diusahakan mencapai taraf signifikansi utuh 

dari kebenaran epistemologis, yang akan direpresentasikan melalui konstruksi epik 

teori atau paling tidak kerangka konseptual sebagai tesis, yang pada akhirnya akan 

menghadirkan proses dialektik dengan konstruksi epik lain dalam samaran antitesis. 

Konfrontasi dialektik demikian merepresentasikan bahwa bidang ilmu pengetahuan 

selamanya tidak berada pada ranah dengan taraf signifikansi yang mapan, termasuk 

dengan fleksibilitas epistemologi sebagai cabang filsafat ilmu dapat menghadirkan 

tekanan terhadap kemandirian sebuah disiplin ilmu pengetahuan (Muhadjir, 2005). 

Oleh karena itu, sebagai manifestasi holistik dari dimensi epistemologis, penelitian 

akan memberikan pembahasan tentang prosedur dalam mendapatkan pengetahuan, 

karena setiap konstruksi pengetahuan mempunyai abstraksi sangat spesifik tentang 

formasi dasar untuk apa, bagaimana dan apa itu sendiri (Soyomukti, 2011). 
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Bahwa sebuah penelitian akan menghadirkan penyelidikan tentang justifikasi 

kebenaran suatu entitas realitas. Untuk menemukan justifikasi kebenaran demikian, 

harus membangun kerangka konseptual melalui kajian teoritik yang komprehensif 

sebagai pisau analisis mumpuni dalam memberikan kebermaknaan terhadap semua 

hasil pengamatan realitas empirik melalui prosedur penelitian tertentu (Adib, 2018) 

berdasarkan penalaran deduktif dan induktif. Penelitian menjadi prosesi sistematik 

untuk mendapatkan pengetahuan tervalidasi yang terbarukan (Salim, 2001) sebagai 

jawaban holistik terhadap berbagai pertanyaan penelitian (Mulyana, 2001), dengan 

dilengkapi konfigurasi faktualitas yang realistik (Rasimin, 2018) melalui konstruksi 

generalisasi (Priyono, 2008) dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (Surahman, Rahmat dan Supardi, 2016). Dalam konstruksi dari penelitian 

sendiri terdapat upaya guna menemukan, mengembangkan dan melakukan berbagai 

pengujian terhadap suatu pandangan tertentu berdasarkan kerangka konseptual dan 

empirikal yang sistematis (Hadi, 1998). Oleh karena itu, signifikansi dari penelitian 

akan terlihat realistik ketika penelitian berhasil memberikan penjelasan preskriptik-

analitik terhadap fenomena melalui proyeksi berdasarkan konfigurasi serta tendensi 

data yang ada (Siyoto dan Sodik, 2015). 

Dewasa ini, permasalahan krusialnya adalah terdapat banyak penelitian yang 

dibangun dengan kerangka metafisika dan epistemologi yang tumpul. Bahwa tidak 

jarang suatu penelitian direpresentasikan dengan kerangka konseptual sebagai pisau 

analisis yang tidak relevan, yang akan dipergunakan dalam memberikan konstruksi 

mendasar untuk penyelidikan implikasi dan signifikansi dimensional dari metafisik 

sebagai permasalahan penelitian, yang sesungguhnya berada dalam epistemik suatu 

komunitarian tertentu. Djojosuroto (2007) melalui narasi sugestif mengilustrasikan 

situasi tersebut dengan kematian epistemologi. Sugiharto (1996) dan Kaelan (2007) 

dengan konstruksi narasi yang relevan menyatakan probabilitas keruntuhan dimensi 

epistemologi. Bahwa keruntuhan epistemologis penelitian, dapat dipahami melalui 

perjalanan rasionalitas manusia (Endraswara, 2015). Aktivitas rasionalitas manusia 

akan berhenti mencerminkan lompatan nalar kritis, ketika permasalahan penelitian 

dengan konfigurasi pertanyaan telah berorientasi pada pengalaman sebagai sumber 

pengetahuan. Bahwa sedimen pengetahuan tersebut menjadi anteseden spesifik dari 

reduksi krusialitas pertanyaan penelitian dengan jawaban yang telah ditentukan. 
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Bahwa dalam titian anak tangga kali pertama, bidang studi PKn dengan ranah 

dimensi ontologi dan epistemologi telah mengisyaratkan konstruksi berpikir secara 

filosofis, tidak berbeda dengan filsafat yang menuntut kualitas proses berpikir pada 

tataran tinggi (Palmquits, 2016). Sekalipun terdapat pandangan yang menempatkan 

konstruksi berpikir secara filosofis tentang realitas kewarganegaraan dalam bentuk 

kualifikasi abstraktif, namun tetap menjadikan PKn sebagai region mangentik dari 

berbagai faktualitas realistik yang langsung mempengaruhi perspektif masyarakat. 

Dalam konstruksi tersebut, PKn sebagai sarana dalam memahami berbagai realitas 

kewarganegaraan tidak akan berkorespondensi pada kualifikasi abstrak dan konkrit, 

melainkan terdapat dalam gagasan yang oleh Langer (1942) dilabeli sebagai entitas 

perspektif yang hadir dengan keindahan intelektualitas. Secara alamiah, PKn dapat 

menghadirkan perspektif dalam memahami masalah kewarganegaraan dengan terus 

membawa kekuatan fantastik dan mencabik rasionalitas tumpul, dapat memberikan 

pemecahan masalah terhadap permasalahan dengan akselerasi yang mengagumkan 

bahkan memberikan perspektif sangat relevan dalam mengantisipasi ketidakpastian 

dan kemajdudan dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. 

Ketika Webber menilai manusia menjadi entitas purba yang bergantung pada 

jaringan signifikansi yang disulam mandiri sebagai fenomena semiotik-kontekstual 

(Geertz, 1992), maka implikasi rasionalnya manusia menjadi entitas penuh simbolis 

(Cassirer, 1966) yang jarang memandang berbagai realitas secara langsung dengan 

perspektif tunggal. Hakikat terdalam dari PKn tidak hanya merupakan bidang studi, 

melainkan menjadi konstruksi berpikir kritis dalam memahami berbagai spektrum 

masalah kewarganegaraan melalui teknik sistemik verifikasi, falsifikasi atau paling 

tidak menjadi perspektif yang lebih relevan. Oleh karena itu, karakteristik distingtif 

dari ontologi dan epistemologi PKn tidak lain bercorak falsifikasi dengan menuntut 

desain penelitian PKn yang memberikan lompatan nalar terjauh dalam menemukan 

atau mengembangkan ontologi dan epistemologi PKn, berusaha memberikan suatu 

penelitian yang terbebas dari ikatan nalar konvensional, ikatan yang mengakibatkan 

penelitian PKn terlihat terkonsentrasi pada sebuah dimensi dan metode konservatif. 

Desain penelitian PKn membutuhkan pikiran aktif dan dengan simultan melakukan 

eksplorasi secara mendalam terhadap permasalahan kewarganegaraan kontemporer 

sebagai konfrontasi dialektis untuk menegasikan tingkat signifikansi dalil tertentu. 
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3.1.1 Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian yang mengintegrasikan konstruksi teori behavioralisme dan 

neo-institusionalisme ini, bahwa pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan 

gabungan sebagai kombinasi antara penelitian kuantitatif dan kualitatif, yang lebih 

dikenal dengan Mixed Methods Research (Creswell dan Clark, 2007) atau Blending 

Research (Thomas, 2003). Pendekatan gabungan merupakan penelitian kombinatif 

dengan berdasarkan kepada paradigma inkuiri untuk menemukan jalur yang relevan 

dalam mengumpulkan dan menganalisis konfigurasi data, yang akan bertumpu pada 

pertimbangan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan gabungan memiliki konsentrasi 

khusus terhadap premis utama dengan mempergunakan dua pendekatan untuk lebih 

komprehensif dalam merepresentasikan hasil penelitian dibandingkan dengan salah 

satu pendekatan. Oleh karena itu, pendekatan gabungan menjadi kerangka prosedur 

penelitian dalam mengumpulkan, menganalisis dan mengkombinasikan penelitian 

kuantitatif dan kualitatif untuk memahami sebuah masalah secara lebih mendalam 

(Creswell dan Clark, 2007). Dengan demikian, asumsi dasar dari entitas pendekatan 

gabungan adalah bahwa trajektori kombinasi dua penelitian dengan ruang samaran 

kontinum yang berbeda, akan memberikan penyelidikan implikasi dan signifikansi 

dengan probabilitas lebih tinggi dalam memahami masalah secara lebih holistik. 

Pendekatan gabungan dipergunakan, karena pertimbangan setiap pendekatan 

baik kuantitatif maupun kualitatif memiliki keterbatasan dalam memberikan proses 

penyelidikan terhadap permasalahan penelitian dalam spektrum tertentu. Penelitian 

kualitatif yang secara historis menjadi sebuah tradisi dalam ilmu pengetahuan sosial 

dengan terkonsentrasi pada kualitas pengamatan terhadap realitas dalam konstruksi 

bahasa dan terminologi peneliti (Miller, 1982), tidak dapat melakukan penyelidikan 

secara holistik terhadap sikap, kebutuhan dan evaluasi program dalam interval skala 

yang besar. Sekalipun pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan 

representasi data terkait fenomena tertentu (Bogdan dan Taylor, 1993), yang secara 

normatif dapat merupakan narasi dalam konfigurasi sikap, kebutuhan dan penilaian 

program tertentu, namun konfigurasi data tersebut berasal dari unit kerja yang lebih 

terbatas. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif tidak akan menyajikan penyelidikan 

terhadap konfigurasi nilai data yang menjadi representasi akurat dari suatu populasi 

tertentu dalam penelitian. 
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Sekalipun demikian, pendekatan kualitatif berusaha dengan sistematik untuk 

memberikan penyelidikan signifikansi dan implikasi dari berbagai realitas distingtif 

sebagai samaran kontinum realitas sosial yang inheren dengan individu, kelompok, 

masyarakat dan organisasi  (Miles dan Huberman, 1994) yang cukup plastis. Bahwa 

pendekatan kualitatif pada mulanya bersumber dari proses pengamatan berbasiskan 

data naratif, yang mencerminkan artikulasi dan spektrum berbeda dengan penelitian 

kuantitatif (Nasution, 1988), sehingga dapat memberikan informasi dan hasil yang 

tidak dapat diperoleh melalui prosedur statistik (Rahmat, 2009) berupa narasi serta 

perilaku berbagai pihak yang diamati dalam konteks yang terbatas. Secara normatif, 

pendekatan kualitatif diformulasikan untuk menghadirkan penjelasan berbasis pada 

mode preskriptik-analitik secara mendalam dari konfigurasi data, yang akan secara 

akurat dianalisis (Bogdan dan Biklen, 1992) dengan teknik verifikasi dan falsifikasi 

sesuai kebutuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa penelitian kualitatif akan menjadi 

pilihan rasional, ketika pendekatan kuantitatif tidak mampu menyentuh signifikansi 

dari implikasi krusial dari berbagai kebijakan pemerintah yang masih samar dalam 

lingkungan implementor secara internal. 

Sampai dewasa ini, kinerja implementasi dan evaluasi kebijakan kepemudaan 

yang diselenggarakan Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, pemerintahan Desa 

bahkan Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur sebagai kebijakan kepemudaan 

secara internal maupun kebijakan lintas sektoral sebagai jalinan kemitraan diantara 

implementor internal dengan sektor privat, masih dipenuhi atmosfer ketidakpastian 

dan kemajdudan. Kondisi tersebut merupakan implikasi rasional dari tidak terdapat 

satu pun penelitian tentang kebijakan kepemudaan dari pihak yang berkepentingan 

sebagai implementor kebijakan, sehingga tidak tersedia informasi mumpuni terkait 

panduan implementasi kebijakan kepemudaan, perbandingan prosedur praktik dan 

normatif dari implementasi kebijakan, perbandingan implementasi kebijakan secara 

normatif dan praktis, hambatan dan distorsi dalam implementasi termasuk kerangka 

evaluasi kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan kualitatif menjadi pilihan rasional 

untuk memasuki lingkungan internal-empirik implementor kebijakan kepemudaan 

melalui Grand Tour Question. Bahwa implementasi kebijakan kepemudaan dengan 

berbagai rumusan masalah penelitian ditempatkan sebagai objek signifikansi secara 

hierarkis yang harus dimunculkan dan dimaknai melalui penelitian. 
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Kualitas tahapan implementasi dan evaluasi kebijakan, harus muncul sebagai 

implikasi yang akan relevan dicapai dengan penerapan penalaran induktif-kualitatif 

berdasarkan konstruksi pemikiran kompleks melalui berbagai teknik, bukan dengan 

memperhatikan suatu kasus spesifik kebijakan kepemudaan tertentu yang dijadikan  

premis tunggal dalam membangun struktur pondasi dari generalisasi. Implementasi 

dan evaluasi kebijakan dengan berbagai nuansa spektrumnya, hanya akan menjadi 

pengetahuan tervalidasi dengan penerapan Cogito Ergo Sum dan pemenuhan aturan 

ketentuan Clear and Distinct melalui pendekatan kualitatif. Penggunaan penalaran 

induksi berbasis pendekatan kuantitatif dapat merepresentasikan implementasi dan 

evaluasi kebijakan yang memiliki kualitas tinggi dengan pencapaian indikator yang 

memuaskan, namun akan menjadi pertanyaan krusial dalam pendekatan kualitatif, 

mengingat data fenomena sosial cukup sulit untuk diverifikasi taraf signifikansinya. 

Dengan teknik pengumpulan data secara triangulasi, maka kepastian terkait dengan 

kualitas implementasi dan evaluasi kebijakan dapat dipastikan secara lebih empirik. 

Selain hal demikian, melalui pendekatan kualitatif data krusial terkait implementasi 

dan evaluasi kebijakan kepemudaan dapat diuji melalui jalur pengujian kredibilitas, 

reliabilitas, keteralihan dan objektivitas. 

Pendekatan kualitatif dalam menilai kualitas implementasi kebijakan bahkan 

terlihat utuh dan dominan sebagai konstruksi berpikir dari kaum positivisme logis, 

hanya saja pendekatan demikian dalam kondisi yang ada hanya akan memunculkan 

pola konfigurasi data yang tidak realistik dan spekulatif. Ketika filsafat ditempatkan 

oleh kalangan positivistik secara proporsional sebagai induk dari ilmu pengetahuan, 

maka bila terdapat klaim dari implementor sebagai birokrasi garda terdepan untuk 

merealisasikan kebijakan kepemudaan dengan pencapaian sangat memuaskan tidak 

lain merupakan entitas bayi prematur yang terlahir dari pendekatan yang diragukan, 

mengingat IPP Kabupaten Cianjur sendiri termasuk dalam kualifikasi yang rendah. 

Klaim berbasis pendekatan kuantitatif tersebut, tidak menunjukan batas demarkasi 

antara pernyataan tidak bermakna dan penuh makna yang perlu untuk diverifikasi 

dengan komprehensif. Bahwa berbagai data kuantitatif dari berbagai implementor, 

akan menjadi proposisi untuk dilakukan pengujian dan verifikasi melalui triangulasi 

terukur. Dalam pendekatan kualitatif, konfigurasi data kebijakan kepemudaan akan 

menjadi rasional untuk dipertanyakan kembali. 
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Bahwa tahap implementasi dan evaluasi kebijakan tidak serta merta memiliki 

kinerja memuaskan, karena dapat dibuktikan melalui verifikasi data dalam kegiatan 

input, output dan outcome kebijakan kepemudaan, melainkan harus melalui tahapan 

pengujian ketahanan data dengan berbagai antitesis yang ada. Bila konfigurasi data 

dari implementasi dan evaluasi kebijakan tersebut, dapat bertahan melawan seluruh 

pengujian ketahanan melalui konfrontasi dan konfirmasi dari berbagai pakar dalam 

pendekatan kualitatif, maka kinerja mumpuni implementasi dan evaluasi kebijakan 

dapat ternegasikan dengan otomatis. Secara hipotetik, bahwa kualitas implementasi 

dan evaluasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur masih menjadi anteseden 

rasional berbagai permasalahan ketidaksetaraan, menimbang konfigurasi data pada 

IPP masih rendah. Pemilihan pendekatan kualitatif juga dapat menjadi jalan relevan 

untuk melakukan pembuktian termasuk identifikasi berbagai hambatan dan distorsi 

implementasi dan evaluasi kebijakan. Karena bagaimanapun juga, sebuah hipotesis 

atau proposisi akan dinyatakan bersifat empirik ketika terdapat probabilitas terbuka 

untuk memberikan penolakan substantif. Keberhasilan dalam pengujian ketahanan 

tersebut, dapat menjadi proses eliminasi terhadap kemungkinan kesalahan. 

Penelitian kuantitatif tidak dapat dipungkiri sebagai metode konvensional dan 

telah dipergunakan sedari lama oleh kaum positivistik. Penelitian ini bahkan sering 

kali diidentifikasikan dengan discovery method, karena dapat untuk ditemukan dan 

dikembangkan dalam penelitian ilmu pengetahuan serta teknologi berbasis isu yang 

kebaharuan (Sugiyono, 2010). Namun perubahan determinisme tradisional menuju 

determinisme statistika memberikan implikasi konstruktif terhadap perkembangan 

berbagai entitas ilmu sosial dengan menghapuskan keberatan lama terhadap paham 

kebebasan manusia, kebebasan kehendak. Determinisme statistika secara diametral 

memang menunjukan ambivalensi dengan determinisme tradisional. Sedari seabad 

lalu, kaum positivistik telah mencapai titik bifurkasi penelitian untuk melaksanakan 

penolakan terbuka sebagai diametral tajam terhadap kebebasan kehendak manusia 

dalam melakukan pengamatan, karena dipandang sebagai ilusi serta sumber entitas 

manipulasi yang tidak terbantahkan. Dewasa ini, determinisme statistik menentang 

paham kebebasan yang diungkap kembali oleh kaum filsafat eksistensialisme yang 

hanya menunjukan berbagai kondisi konkrit dimana kebebasan dalam pengamatan 

mencapai taraf kulminasi. 



301 
 

Moch. Agung Lukmanul Hakim, 2022 
TRANSFORMASI KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN: ANTARA PROSEDUR, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN (STUDI 
PELAYANAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

Ketika melakukan pengamatan terhadap perilaku manusia sebagai bagian dari 

probabilitas, maka determinisme statistika yang menjadi paradigma dari penelitian 

kuantitatif akan memberikan perhitungan terhadap kemungkinan lain sebagai suatu 

ranah pilihan bebas dari seseorang. Oleh karena itu, dalam penelitian ini pendekatan 

kuantitatif dipergunakan untuk menghadirkan proses penyelidikan signifikansi dan 

implikasi dari konstruksi rumusan masalah penelitian yang berbasis pada kerangka 

konseptual behavioralisme. Penyelidikan berbasis pendekatan kuantitatif demikian, 

akan melakukan eksplorasi mendalam terkait persepsi dari pemuda baik prasangka 

implisit, distorsi dalam interaksi maupun psikologi kerjasama terhadap serangkaian 

program layanan kepemudaan yang secara prosedural akan diwujudkan Disparpora, 

DPD KNPI, Karang Taruna Cianjur, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur dan 

pemerintahan desa, termasuk terhadap program pembangunan kepemudaan dalam 

praktik global berbasis pendekatan Organisasi 4-H. Desain Concurrent Embedded 

dalam proses penelitian ini didominasi pendekatan kualitatif, sementara pendekatan 

kuantitatif hanya dipergunakan terbatas pada kuantifikasi data kualitatif, penentuan 

besaran sampel dan penentuan batas toleransi kesalahan. 

Adapun pendekatan kualitatif akan dipergunakan untuk memberikan berbagai 

penyelidikan signifikansi dan implikasi rumusan masalah penelitian terkait tingkat 

kohesivitas program pelayanan kepemudaan yang diselenggarakan institusi terkait 

secara praktik dengan kebijakan prosedural dan pendekatan pembangunan kalangan 

pemuda berbasis penguatan modal sosial, termasuk sejauh mana pemetaan potensi 

masalah kepemudaan telah terakomodasi dalam skema kebijakan praktik demikian. 

Selain dipergunakan untuk rumusan masalah tersebut, pendekatan kualitatif secara 

normatif dipergunakan untuk memberikan eksplorasi mendalam berkaitan peranan 

institusi seperti Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, pemerintah Desa maupun 

Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur dalam rangka mengupayakan tingkatan 

kesesuaian program pelayanan kepemudaan dalam tataran praktik dengan prosedur 

kebijakan dan menghadapi hambatan dalam tahapan implementasi, termasuk desain 

evaluasi kebijakan. Dalam pendekatan neo-institusionalisme bahwa eksistensi dari 

sebuah institusi dapat memberikan constraints dan guidelines sebagai aturan main 

bersama dari aktor yang terlibat dalam jaringan kebijakan dengan kepentingan dan 

tujuan yang harus diperjuangkan. 
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3.1.2 Metode Penelitian 

Bahwa rancangan Concurrent Embedded merupakan metode atau rancangan 

penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini. Formasi rancangan atau metode 

campuran Concurrent atau cukup dikenal juga desain konvergensi dengan satu fase 

pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif dilakukan dalam tahap yang bersamaan 

(Creswell, 2015) untuk memberikan konstruksi dasar yang prima dalam melakukan 

elaborasi secara nyata berkenaan diskrevansi masalah penelitian. Bahwa paradigma 

dalam rancangan tersebut adalah bahwa konfigurasi data kuantitatif dengan entitas 

kecenderungan hasil analisis yang ada akan memberikan deskripsi general tentang 

masalah penelitian, sementara data kualitatif dapat memberikan penyelidikan yang 

lebih komprehensif tentang deskripsi general tersebut. Oleh karena itu, konsentrasi 

rancangan Concurrent dengan strategis Embedded terdapat pada usaha memberikan 

penjelasan kritis terhadap hasil penelitian dengan formasi data kuantitatif-kualitatif. 

Konsentrasi demikian didasarkan pada probabilitas terbuka terdapat hasil penelitian 

kuantitatif yang diluar trajektori proyeksi, sehingga membutuhkan penjelasan utuh 

secara berkelanjutan melalui pendekatan lain. 

Rancangan Concurrent Embedded dinilai mempunyai posisi menguntungkan 

dalam mengidentifikasi dan menentukan secara realistik konfigurasi data kuantitatif 

dan kualitatif yang menunjang akselerasi pelaksanaan penelitian. Dalam rancangan 

tersebut, tidak terdapat ketentuan untuk mengintegrasikan dua kualifikasi data yang  

berbeda seperti halnya rancangan konvergen. Sebagian peneliti mempunyai asumsi 

bahwa rancangan tersebut dapat memberikan titik tilik penyelidikan yang luar biasa 

relevan dari konfigurasi data kuantitatif dan kualitatif untuk mendapatkan tendensi 

dan kebermaknaan hasil penelitian kuantitatif dalam suatu populasi tertentu dengan 

bersamaan melakukan elaborasi kualitatif terhadap sudut pandang lain dari masalah 

penelitian dalam memberikan kajian yang lebih holistik. Sekalipun demikian, tidak 

mudah untuk menentukan aspek tertentu dari hasil penelitian kuantitatif yang dapat 

dieksplorasi secara lebih lanjut. Bahwa aspek tersebut secara normatif berhubungan 

dengan partisipan penelitian dalam konteks berbeda yang dapat merepresentasikan 

kecenderungan signifikansi tertentu sebagai informasi dalam membangun kerangka 

analisis pelapis. Oleh karena itu, rancangan Concurrent Embedded akan diterapkan 

Melalui strategi dominasi pendekatan kualitatif dengan paradigma yang berbeda. 
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Bahwa metode penelitian ilmiah yang akan dipergunakan dalam pendekatan 

kuantitatif adalah survei. Bahwa rancangan penelitian tersebut memungkinkan para 

peneliti untuk melakukan proses penyelidikan signifikansi dan implikasi dari sikap, 

pandangan, perilaku bahkan karakteristik distingtif tertentu dari konstruksi sample 

atau suatu populasi tertentu. Rancangan survei dipergunakan untuk mengumpulkan 

berbasiskan data kuantitatif bernomor dengan mempergunakan teknik penyebaran 

kuesioner serta wawancara yang dikaji secara statistik dalam menunjukan tendensi 

terkait respons pertanyaan untuk melakukan pengujian terhadap hipotesis penelitian 

(Creswell, 2015). Bahwa rancangan survei secara substantif memiliki karakteristik 

yang berbeda dengan rancangan eksperimental, karena tidak memungkinkan untuk 

melibatkan tindakan intervensi terhadap subjek penelitian. Penelitian survei secara 

pragmatis tidak memuat konsentrasi untuk melakukan manipulasi perilaku dengan 

kegiatan eksperimen tertentu, sehingga tidak dapat memberikan penjelasan holistik 

terkait hubungan relasional, sebagaimana rancangan eksperimen dan korelasional. 

Penelitian survei hanya memberikan penjelasan prima terkait pola tendensi tertentu, 

bukan menghadirkan penyelidikan berbasis kepatuhan terhadap asas. 

Tipe rancangan penelitian survei yang dipergunakan, tidak lain adalah bentuk 

survei cross-sectional. Bahwa survei tersebut merupakan pengumpulan data dalam 

satu kali sesi, berbeda dengan survei longitudinal yang mengumpul data dari waktu 

ke waktu. Dalam desain penelitian ini, survei cross-sectional dipergunakan dengan 

terukur untuk melakukan kajian terhadap kecenderungan persepsi pemuda terhadap 

program layanan kepemudaan yang secara prosedural akan diwujudkan Disparpora, 

DPD KNPI, Karang Taruna, Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur dan pemerintahan 

Desa, termasuk terhadap program pembangunan pemuda dalam praktik global yang 

berbasis pendekatan Organisasi 4-H. Selain itu, metode survei dipergunakan untuk 

mengadakan pengukuran terhadap kinerja implementasi dan evaluasi dari kebijakan 

kepemudaan pada tingkat pemerintahan desa. Bahwa metode survei demikian akan 

dirancang dengan mempergunakan platform Google Form untuk disebarkan secara 

lebih holistik disebarkan melalui sejumlah partisipan yang dapat dimobilisasi secara 

otonom dalam lingkungan internal Pendidikan Menengah Atas, Pendidikan Tinggi 

dan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Cianjur dengan merata sesuai ketentuan 

yang telah ditentukan. 
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Sementara metode penelitian yang dipergunakan dalam pendekatan kualitatif 

adalah studi kebijakan publik dalam tahapan implementasi dan desain evaluasi dari 

kebijakan. Dalam metode tersebut, studi kebijakan publik dalam tahap pelaksanaan 

atau implementasi dan desain evaluasi kebijakan tidak hanya memberikan perhatian 

spesifik terkait tingkat kohesivitas kebijakan publik secara praktik dengan prosedur 

kebijakan, malinkan juga tentang output dan outcome sebagai salah satu kualifikasi 

dalam pengujian keabsahan dari desain evaluasi kebijakan. Metode tersebut dipilih 

karena pendekatan analisis kebijakan memiliki tendensi dipergunakan dalam studi 

pembentukan keputusan dan penetapan kebijakan yang melibatkan berbagai model 

statistika yang mutakhir. Terlebih lagi, pendekatan analisis kebijakan bahkan hanya 

mencerminkan kualitas keputusan dengan pertimbangan kalkulasi terhadap seluruh 

potensi dan kemungkinan yang ada sebagai pemetaan keteraturan proyeksi. Realitas 

politik dan kebijakan dalam beberapa bagian terkadang kurang rasional. Bila model 

rasionalitas harus dilaksanakan, maka implikasinya terdapat banyak kebijakan yang 

rasional harus didiskusikan kembali karena dalam perspektif politik terlihat sangat 

tidak fleksibel dan tidak realistis (Patton, Sawicki dan Clark, 2016). 

Menimbang bahwa kebijakan kepemudaan yang ditetapkan sebagai kebijakan 

nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan memiliki taraf trajektori 

keberhasilan yang jauh beragam ketika diimplementasikan pada tingkat pemerintah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka secara hipotesis kinerja implementasi dan juga 

desain evaluasi kebijakan akan sangat bergantung pada konstruksi dan signifikansi 

variabel independen, dependen bahkan intervensi yang ada pada pemerintah daerah. 

Dalam IPPI tahun 2019 bahwa IPP Jawa Barat berada pada posisi juru kunci hanya 

mencapai 46,17 yang tidak mengalami perubahan secara signifikan dari tahun 2015 

yang berkisar 45,83. IPP Jawa Barat tertinggal jauh dengan provinsi DI Yogyakarta 

yang menempati posisi terbaik dengan capaian 70,33 dan telah mengalami kenaikan 

cukup menjanjikan dari tahun 2015 yang mencapai 65,50. IPP Kabupaten Cianjur, 

sebagaimana kajian penyelidikan pada bagian terdahulu bahwa seluruh bidang yang 

menjadi indikator dari indeks pembangunan berada dalam kualifikasi terendah pada 

skala Provinsi. Kondisi tersebut juga menunjukan bahwa jurang tajam antara situasi 

ideal dengan pembangunan pemuda yang bermasalah, terdapat dalam implementasi 

dan evaluasi kebijakan kepemudaan pada tingkat pemerintah Kabupaten Cianjur. 
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Oleh karena itu, studi kebijakan publik dalam penelitian ini berada pada ranah 

implementasi dan evaluasi kebijakan, termasuk output serta outcome yang menjadi 

indikator dalam analisis desain evaluasi. Untuk mendapatkan pemahaman tentang 

implementasi dan evaluasi kebijakan dapat dilakukan dengan analisis dua kerangka 

konseptual dalam proses tersebut. Implementasi dan evaluasi menjadi penyelidikan 

signifikansi terkait sebagian siklus dalam kebijakan, sehingga proses implementasi 

misalnya tidak lebih merupakan tahapan dalam pembentukan kebijakan (Lester dan 

Stewart, 2000). Dalam konteks tersebut, implementasi dan evaluasi kebijakan dapat 

menempati posisi sebagai penyelidikan terhadap pengelolaan sumber daya hukum, 

karena kebijakan sendiri akan ditampilkan dalam bentuk kodifikasi hukum dengan 

menempatkan alokasi dan distribusi sumber daya dalam batas tertentu untuk dapat 

mencapai tujuan pada rumusan kebijakan (Anderson, 2014). Kedua, implementasi 

dan evaluasi menjadi kajian yang tidak terlepas dari upaya untuk memahami secara 

mendalam berkaitan kinerja implementasi dan kredibilitas desain evaluasi. Sebagai 

kajian keilmuan, studi implementasi dan evaluasi harus memenuhi ketentuan dalam 

filsafat ilmu yang meliputi subjec matter sebagai dimensi ontologi, prosedur dalam 

memahami objek kajian pada tahapan implementasi dan evaluasi sebagai kerangka 

epistemologi dan rekomendasi perubahan kebijakan sebagai dimensi aksiologis. 

Bahwa studi implementasi dan evaluasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten 

Cianjur menjadi kebutuhan mendesak dalam meningkatkan kualitas pembangunan 

pemuda baik secara konseptual dan empirik dengan mendalami berbagai dinamika 

kebijakan kepemudaan yang terjadi, sekaligus diharapkan menjadi bentuk tindakan 

preskriptik sebagai kerangka pemecahan masalah kepemudaan. Studi implementasi 

dan evaluasi menjadi pendekatan konseptual dalam membentuk pisau analisis multi 

disiplin dalam studi kebijakan. Tidak terdapat disiplin ilmu yang akan terikat secara 

koheren dengan kajian kebijakan, mengingat terdapat signifikansi substansial pada 

kegiatan sintesis berbagai teori dari disiplin ilmu berbeda, yang menangani masalah 

dengan perspektif berbeda. Bahwa dalam memberikan penyelidikan terkait kinerja 

implementasi dan evaluasi kebijakan kepemudaan di Kabupaten Cianjur dilakukan 

dengan sintesis antara pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme untuk 

mendapatkan informasi empirik tentang pelayanan kepemudaan, yang menekankan 

perilaku pemuda dan kekuatan constraints dan guidelines institusi. 
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3.2 Partisipan dan Tempat Penelitian 

3.2.1 Partisipan Penelitian 

Melalui ketentuan normatif Pasal 11 pada UU Kepemudaan disebutkan bahwa 

dalam menjalankan kebijakan nasional dapat dibentuk institusi di daerah yang akan 

melaksanakan berbagai urusan dalam bidang kepemudaan sesuai dengan peraturan 

berlaku melalui pembentukan kebijakan distingtif yang relevan dengan keberadaan 

potensi daerah. Berbagai layanan kepemudaan yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (4) 

dimaksudkan untuk membangun kompetensi para generasi muda sebagai kekuatan 

moral, agen perubahan dan kontrol sosial sebagaimana ketentuan pada Pasal 16 dan 

17 dengan arah pelayan sesuai ketetapan Pasal 7. Untuk mencapai kompetensi para 

pemuda tersebut, dapat dilaksanakan melalui program penyadaran, pemberdayaan, 

dan pengembangan sesuai ketentuan Pasal 22, 24, 26, 27 dan 29. Bahwa pelayanan 

kepemudaan dalam model terbatas bahkan terdapat dalam Pasal 5 dan 6 UU Ormas, 

Pasal 1 ayat (4) UU Gerakan Pramuka, Pasal 1 ayat (1) Permensos berkaitan Karang 

Taruna, bahkan Pasal 1 ayat (12) UU Desa. Kedudukan layanan kepemudaan dalam 

ontologi PKn prima terdeskripsikan dalam Pasal 7 UU Kepemudaan bahwa layanan 

tersebut diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme dan meningkat partisipasi dari 

pemuda dalam pembangunan, yang sekaligus menjadi ruh ontologi PKn. 

Implikasi destruktif dari era postindustrialisasi direpresentasikan dengan taraf 

peningkatan kejahatan, degradasi kualitas hubungan kekerabatan serta tumbangnya 

pilar kepercayaan yang secara keseluruhan menjadi kekacauan fundamental dalam 

tatanan kehidupan manusia. Perubahan perekonomian dan realitas sosial neoliberal, 

bahkan menempatkan pemuda dalam berbagai permasalahan ketidaksetaraan secara 

koheren sebagai isu global. IPP Kabupaten Cianjur sendiri masuk dalam kualifikasi 

terendah dalam skala Provinsi Jawa Barat dalam berbagai indikator. Permasalahan 

pemuda sebagai konfigurasi dunia empirik yang komplek, tidak memiliki preferensi 

regularitas, spesifik, terikat struktur nilai dan kontekstual, dapat dipecahkan dengan  

paradigma PKn sebagai kerangka berpikir dalam penelitian. Dalam kajian ontologi 

PKn bahwa permasalahan kepemudaan demikian dapat diatasi dengan memperkuat 

modal sosial melalui pembentukan titik bifurkasi sebagai titik percabangan diantara 

konektivitas pemuda dengan berbagai elemen masyarakat dan negara dalam nuansa 

semangat terus bertumbuh serta profesionalisme.  
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Dalam penelitian kualitatif, bahwa teknik sampling yang sering dipergunakan 

dalam menentukan subjek penelitian sebagai sumber informasi kredibel dan krusial 

adalah Purposive Sampling (Sugiyono, 2017). Teknik tersebut dipergunakan karena 

terdapat kualifikasi dan pertimbangan komprehensif dalam menetapkan subjek dari 

penelitian secara terukur. Menentukan subjek penelitian dalam penelitian kualitatif 

justru berbeda jauh dengan penelitian kuantitatif sebagai model konvensional yang 

tidak berdasarkan konfigurasi data statistis karena subjek yang ditentukan tidak lain 

menjadi sumber informasi (Lincoln dan Guba, 1985), serta mayoritas menjadi pihak 

implementor kebijakan kepemudaan sebagai birokrat garda terdepan. Oleh karena 

itu, terdapat beberapa kualifikasi dalam mempertimbangkan subjek penelitian yang 

akan memberikan informasi krusial untuk membangun studi kebijakan berbasiskan 

penelitian. Bahwa subjek penelitian merupakan pihak yang memahami benar terkait 

kepemudaan, semua implementor kebijakan kepemudaan, pihak yang mempunyai 

pemahaman mendalam terkait kebijakan publik, tidak terkecuali kelompok generasi 

muda sebagai sasaran kebijakan kepemudaan. 

Menimbang terdapat probabilitas alokasi waktu dalam penelitian yang kurang 

memadai, maka konstruksi berkaitan triangulasi sumber penelitian dapat dilakukan 

proses penyesuaian sesuai arah kerangka kebijakan kepemudaan. Adapun sejumlah 

partisipan sebagai sumber informasi pada penelitian ini dengan mempertimbangkan 

posisi dari kelompok sasaran kebijakan, pemerintah dan organisasi kemasyarakatan 

pemuda sebagai penerapan prinsip triangulasi sumber utama adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Daftar Subjek/Partisipan Penelitian 

Subjek/Partisipan Penelitian 

Kelompok Sasaran Kebijakan 

1 
Pemuda 

Kabupaten Cianjur 

Melalui penyebaran survei dalam bentuk 

Google Form oleh sejumlah partisipan yang 

dapat dimobilisasi baik dalam lingkungan 

Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi 

maupun Organisasi Kepemudaan dengan 

kualifikasi rentang usia antara 14 sampai 29 

tahun 

Pemerintah Kabupaten Cianjur 

2 
Dinas Pariwisata 

Kepemudaan dan 

Kasi Fasilitas Pemuda dan Olahraga 

Faizal Riza, A.Md 
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Olahraga (Disparpora) 

Kabupaten Cianjur 

Kasi Kepemudaan 

Dikdik Ahmad Mudzakir, S.Pd 

3 
Kepala Desa Kabupaten 

Cianjur 

Melalui penyebaran survei dalam bentuk 

Google Form di Group WhatsApp Kepala 

Desa se-Kabupaten Cianjur dengan penerapan 

sampel secara acak 

Organisasi Kemasyarakatan Pemuda 

4 
DPD KNPI 

Kabupaten Cianjur 

Ketua DPD KNPI Cianjur 

Muhammad Riksa Imam Pribadi, S.E 

Sekretaris DPD KNPI Cianjur 

Fajar Firdaus 

5 
Karang Taruna 

Kabupaten Cianjur 

Ketua Karang Taruna Cianjur 

Mudrikah, S.Ag 

Sekretaris Karang Taruna Cianjur 

Heri Heriawan, SE., M.Si 

6 

Gerakan Pramuka 

Kawartir Cabang 

(Kwarcab) Cianjur 

Ketua Gerakan Pramuka Kwarcab Cianjur 

Budhi Rahayu, S.Sos., M.M., M.T 

Sekretaris Gerakan Pramuka Cianjur 

Ade Supriadi, S.Pd 

 

3.2.2 Tempat Penelitian 

Tempat pada penelitian ini adalah daerah administrasi implementor kebijakan 

kepemudaan di Kabupaten Cianjur baik Disparpora, DPD KNPI, Gerakan Pramuka 

Kwartir Cabang Cianjur, Karang Taruna Cianjur maupun pemerintah formal tingkat 

Desa sebagai birokrat garda terdepan untuk merealisasikan pelayanan kepemudaan 

yang relevan dengan kebutuhan para pemuda. Untuk melakukan konfirmasi terkait 

disposisi, sinergitas bahkan trajektori kohesivitas dalam kebijakan pelayanan pada 

domain Kabupaten Cianjur dengan Provinsi, maka penelitian ini juga tidak menutup 

akan mencakup implementor kebijakan pada skala Provinsi Jawa Barat. Tidak akan 

menutup kemungkinan bahwa penelitian ini juga akan berkembang dengan kegiatan 

penyelidikan terhadap implementor kebijakan kepemudaan dalam interval Nasional 

untuk mendapatkan konfirmasi dan verifikasi terhadap berbagai temuan penelitian 

krusial pada tingkat pemerintah daerah Kabupaten Cianjur dan pemerintah Provinsi 

Jawa Barat. Sekalipun demikian, bahwa potensi perluasan dan pembatasan lingkup 

penelitian dalam skala Kabupaten ataupun cakupan area yang lebih luas akan secara 

seksama mempertimbangkan berbagai keterbatasan sumber daya dan alokasi waktu 

dalam proses penelitian. 
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3.3 Pengumpulan Data 

Bahwa usaha mencapai kebenaran interpretasi yang sesuai dalam menentukan 

pemahaman mendalam tentang permasalahan penelitian, tidak hanya menghasilkan 

konstruksi asumsi mendasar sebagai postulat, melainkan menghadirkan pendekatan 

relevan yang menjamin kredibilitas hasil penelitian. Hasil penelitian ilmiah bahkan 

tidak serta merta mempunyai kualitas kebenaran ilmiah dengan pembuktian ilmiah, 

namun harus ditempatkan dalam titian anak tangga kedua sebagai prosesi pengujian 

ketahanan hasil penelitian. Bila hasil dari penelitian dapat bertahan dalam pengujian 

ketahanan sebagai proses falsifikasi, maka kualitas negasi kebenaran dari penelitian 

ilmiah akan terbebas dari infeksi distorsi yang menjadi kamuflase kebenaran semu. 

Tidak jarang hasil penelitian ilmiah terhadap permasalahan tertentu memang hanya 

menampilkan postulat yang diragukan dan terlihat sebagai sebuah infiltrasi doktrin. 

Salah satu faktor penentu hasil penelitian dapat bertahan dalam pengujian falsifikasi 

adalah berkenaan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data dalam pendekatan 

kualitatif merupakan proses sangat panjang yang dimulai dengan identifikasi subjek 

dan tempat penelitian, prosedur yang harus dijalani dalam mendapatkan akses yang 

prima terhadap subjek penelitian, menentukan tipologi informasi yang paling andal 

dan proses pengadminitrasian dengan memperhatikan isu etika (Creswell, 2015). 

3.3.1 Konfigurasi Data Penelitian 

Subjek penelitian mempunyai posisi krusial dalam kegiatan penelitian, karena 

keseluruhan informasi yang dibutuhkan dalam menganalisis implementasi layanan 

kepemudaan berasal dari subjek penelitian baik pada tingkat pemerintah Kabupaten 

Cianjur maupun pemerintah Provinsi Jawa Barat. Terdapat beberapa klasifikasi dari 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Pertama, informasi yang berkaitan 

dengan persepsi kalangan pemuda berdasarkan pada pengalaman terhadap program 

pelayanan kepemudaan yang secara prosedural akan direalisasikan oleh Disparpora, 

DPD KNPI, Karang Taruna Cianjur, Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Cianjur dan 

pemerintahan Desa, termasuk program pembangunan pemuda dalam praktik global 

berbasis pendekatan Organisasi 4-H. Kedua, informasi terkait tingkatan kesesuaian 

program layanan kepemudaan yang telah direalisasikan oleh institusi bersangkutan 

dengan kebijakan prosedural dan pembangunan pemuda berbasis penguatan modal 

sosial termasuk sejauh mana potensi masalah kepemudaan telah terakomodasi. 
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Ketiga, informasi terkait peran institusi terkait dalam mengupayakan tingkat 

kesesuaian program pelayanan kepemudaan dalam tataran praktik dengan prosedur 

kebijakan dan menghadapi hambatan dalam implementasi termasuk desain evaluasi 

kebijakan yang dipergunakan. Kehadiran institusi dapat memberikan fungsi krusial 

sebagai constraints dan guidelines, yang berlaku untuk seluruh aktor yang memiliki 

kepentingan tertentu yang harus terus diperjuangkan (Di Maggio dan Powell, 1991; 

Laumann dan Knocke, 1987: Skocpol, 1996). Dalam peran krusial institusi sebagai 

constraints serta guidelines tersebut, institusi dapat mengarahkan perilaku bersama 

dan pilihan negara dalam menentukan kebijakan publik. Tidak terlalu mengejutkan 

ketika institusi oleh sebagian kalangan dinilai sebagai sumber utama dari kebijakan 

publik (Peters, 1979). Operasionalisasi dari pendekatan neo-institusionalisme tidak 

lain merupakan Institutional Analysis and Development (Ostrom, 2011), yang akan 

memberikan dasar penyelidikan terhadap sejauh mana keberadaan institusi berhasil 

menjalankan kebijakan sesuai prosedur. Dengan kerangka institusionalisme pilihan 

rasional, institusionalisme sosiologis dan historikal institusionalisme (Clemens dan 

Cooks, 1999), maka dapat diproyeksikan situasi pilihan kolektif. 

3.3.2 Populasi dan Sampel Penelitian 

3.3.2.1 Populasi Penelitian 

Jumlah penduduk dari Kabupaten Cianjur pada tahun 2020 berkisar 2.477.560 

jiwa, sekaligus menjadi taraf signifikansi kulminasi sedari 90 tahun terakhir. Dalam 

satu dekade terakhir, jumlah kalangan muda dengan kualifikasi usia dari 15 sampai 

29 tahun memiliki trajektori pertambahan secara cukup signifikan. Jumlah pemuda 

pada tahun 2010 mencapai 285.697 orang dan bertambah mencapai kisaran 546.741 

pada tahun 2015 berdasarkan pada konfigurasi data dalam publikasi Badan Statistik 

Kabupaten Cianjur, bahkan dalam laporan Sensus Penduduk 2020 jumlah kalangan 

muda kembali mengalami kenaikan yang mencapai 633.440 orang. Jumlah tersebut 

memang berbeda dengan publikasi Cianjur dalam Angka tahun 2021 dengan jumlah 

pemuda dengan kelompok umur antara 15 sampai 29 tahun tidak lebih dari 575.450 

jiwa. Bahwa Kabupaten Cianjur merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai 

wilayah administrasi terluas kali kedua dengan mencapai luas kisaran 3.840,16 km2, 

yang terdiri dari 32 Kecamatan dan 354 Desa dan enam Kelurahan yang terdapat di 

Kecamatan Cianjur sebagai Ibukota Kabupaten. 
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3.3.2.2 Sampel Penelitian 

Dalam menentukan besaran sampel penelitian dengan orientasi terdapat pada 

proses estimasi melalui pengambilan sampel probabilitas tanpa pengembalian dapat 

dilakukan berdasarkan rumus Cochran (1977) melalui formulasi: 

 n =  
n0

1 + (n0/n)
 

Dengan signifikAnsi dari no sebagai berikut: 

n0 =  
z2p (1 − p)

e2
 

Keterangan: 

p = Estimasi proporsi 

z = nilai tersebut ditentukan dari z tabel relevan dengan taraf signifikansi 

Dengan menentukan nilai p adalah 0,5 dan z adalah 2 sebagai pembulatan dari 

nilai z tabel 1,96, maka dapat ditentukan taraf signifikansi no sebagai berikut: 

         no = z2p (1 – p)/e2 

  = 22(0,5) (1 – 0,5)/e2 

  = 4(0,5) (0,5)/e2 

  = 2(0,5)/e2 

  = 1/e2 

Berdasarkan perhitungan tersebut, maka diperoleh nilai no adalah 1/e2 sebagai 

bentuk derivasi rumus dari Cochran yang kemudian dapat disubstitusikan ke dalam 

rumus Slovin dengan tingkat signifikansi 95% sebagai asumsi dasar (Tejada, 2012) 

yang harus dipenuhi. Rumus Slovin sendiri merupakan salah satu pendekatan yang 

sering dipergunakan dalam menentukan besaran sampel penelitian (Nalendra dkk., 

2021) sebagai formula dalam menentukan besaran sampel minimal dengan keadaan 

populasi yang belum terdeskripsi secara konkrit karakteristiknya. Pada tahun 1960-

an, seorang ilmuwan dalam bidang matematika bernama Slovin berhasil melakukan 

basis perhitungan yang dapat dipergunakan dalam menentukan sampel dengan nilai 

populasi yang besar, sehingga dapat diperoleh ukuran sampel yang dipandang akan 

representatif dari karakteristik populasi. Sekalipun demikian, rumus Slovin sendiri 

hanya dipergunakan pada penelitian dengan estimasi proporsi (Ryan, 2013), karena 

menjadi irasional ketika diterapkan pada penelitian dengan variansi populasi terlalu 

kecil seperti data nominal dengan dua bentuk kualifikasi. 
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Bahwa nilai dari no diatas, kemudian dapat disubstitusikan ke dalam rumus 

Cochran sebagai berikut. 

          n = no/1+(no/N) 

  = 1/e2/1+(1/e2)/N 

  = 1/e2/(Ne2+1)/Ne2 

  = N/Ne2+1 

Sehingga diperoleh rumus Slovin dalam menentukan besaran sampel sebagai 

berikut. 

n =  
N

1 + (Ne2)
 

Keterangan: 

n = Ukuran sampel 

N = Keseluruhan populasi 

e = Taraf kesalahan 

Untuk menentukan besaran sampel dari keseluruhan populasi kalangan muda 

dengan kualifikasi umur antara 15 sampai 29 tahun dengan mempergunakan rumus 

Slovin tersebut, maka langkah kali pertama yang harus dilaksanakan adalah proses 

terukur dalam mengidentifikasi dan menentukan jumlah populasi kalangan pemuda 

di Kabupaten Cianjur menimbang terdapat ruang diferensiasi tajam tentang jumlah 

pemuda antara Publikasi Cianjur dalam Angka tahun 2021 yang mencapai 575.450 

pemuda dan Sensus Penduduk tahun 2020 dengan 633.440 pemuda. Bahwa jumlah 

pemuda dalam Publikasi Cianjur dalam Angka tahun 2021 yang akan dipergunakan 

sebagai keseluruhan populasi, karena trajektori dalam regularitas perubahan sedari 

tahun 2010 akan menunjukan proyeksi yang lebih mendekati nilai tersebut. Adapun 

perhitungan besar sampel dengan taraf signifikansi 95% adalah sebagai berikut. 

 Jumlah sampel = 575.450/1+(575.450x0,052) 

    = 575.450/1+(575.450x0,0025) 

    = 575.450/1+(1.438,6) 

   = 575.450/1.439,6 

    = 399,72 

 Dengan demikian, besaran sampel pemuda dalam penelitian ini mencapai 400 

orang dengan batas toleransi kesalahan atau taraf Margin of Error dalam penelitian 

berkisar 5%.  
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Sementara perhitungan besaran sampel dari kalangan Kepala Desa di wilayah 

Kabupaten Cianjur dengan populasi mencapai 360 Desa/Kelurahan dengan tingkat 

signifikansi 95% adalah berikut. 

Jumlah sampel = 360/1+(360x0,052) 

   = 360/1+(360x0,0025) 

   = 360/1+(0,9) 

   = 360/1,9 

   = 189,47 

Berdasarkan proses perhitungan tersebut, maka besaran sampel dari kalangan 

Kepala Desa di Kabupaten Cianjur dengan Margin of Error sebagai batas toleransi 

kesalahan mencapai signifikansi 5% berjumlah 190 Kepala Desa, yang harus secara 

proporsional tersebar di seluruh wilayah. Dengan menimbang wilayah administrasi 

Kabupaten Cianjur terdiri dari 32 Kecamatan, maka dalam setiap Kecamatan paling 

tidak harus terdapat enam orang Kepala Desa yang mengisi instrumentasi penelitian 

berbasis survei. Bahwa teknik dalam penarikan sampel baik untuk pemuda maupun 

Kepala Desa hanya dimungkinkan melalui sampel probabilitas atau random, karena 

memang instrumen penelitian disebarkan melalui Group WhatsApp. 

3.3.3 Instrumen Penelitian 

Dalam pendekatan kualitatif, keberadaan seorang peneliti menjadi entitas dari 

instrumen penelitian. Berdasarkan kedudukan tersebut, maka akan menjadi rasional 

untuk melakukan validasi terhadap kapasitas peneliti terkait berbagai permasalahan 

penelitian sebagai dunia empirik yang kekinian dalam posisi dunia konseptual yang 

menjadi pondasi teoritik dan pisau analisis-kritis. Sebelum turun ke lapangan untuk 

mengumpulkan berbagai informasi yang dibutuhkan dari subjek penelitian, seorang 

peneliti harus memiliki keyakinan terintegrasi terhadap pemahaman tentang desain 

penelitian, instrumen dan teknikal pengumpulan data, subjek dan lokasi penelitian 

dan teknik analisis data. Untuk dapat mereduksi nilai distorsi pribadi dalam menilai 

validitas peneliti sebagai instrumen penelitian tidak hanya dilakukan secara mandiri 

oleh diri pribadi, melainkan dapat melakukan diskusi konseptual berbasis berbagai 

model teori dengan Pembimbing Akademik (PA), terutama terkait identifikasi nilai 

kebaharuan penelitian, jurang fenomena penelitian, kedudukan distingtif penelitian 

dalam PKn, teoritisasi dalam penelitian, desain dan instrumen penelitian sendiri. 
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Pendekatan gabungan melihat realitas fenomena sosial sangat berbeda dengan 

fenomena fisikal, terlepas dari diktum Emile Durkheim. Pendekatan kualitatif dapat 

menempatkan fenomena sosial sebagai abstraksi entitas yang plastis dalam samaran 

kontinum, yang sulit untuk dilakukan pemisahan dengan diametral taksa sekalipun. 

Garis utama dari struktur dan artikulasi fenomena sosial dapat berubah dan bahkan 

sangat mudah untuk mengalami perubahan secara mendasar, sehingga menunjukan 

dirinya berdasarkan kerangka interpretasi peneliti. Sebuah generalisasi dari analisis 

berbagai jawaban mempunyai tendensi signifikan untuk mengarah kepada kegiatan 

artikulasi dalam kelompok jawaban yang ditentukan sebelumnya. Karena tidak juga 

dapat dipungkiri, terdapat probabilitas lain dengan hasil generalisasi berbeda ketika 

terdapat konstruksi kelompok jawaban yang sangat berbeda. Seorang peneliti dalam 

pendekatan kualitatif dengan korelasinya dengan terminologi Duverger (2015) akan 

terlihat sebagai atraktor medan magnet yang menarik fenomena sosial dalam format 

konfigurasi yang dipaksakan oleh region magnetik tersebut. Oleh karena itu, posisi 

peneliti akan menjadi kunci krusial dalam instrumentasi penelitian. 

Karakteristik distingtif dari pendekatan kualitatif adalah konstruksi instrumen 

penelitian dengan fleksibilitas yang prima. Pasca dialektik etis antara permasalahan 

penelitian sebagai ranah empirik yang kontekstual dengan dimensi konseptual yang 

tekstual, maka kebaharuan, jurang fenomena, jurang penelitian, jurang teoritik dan 

kedudukan penelitian dalam ontologi PKn akan semakin mapan. Kondisi demikian, 

akan memberikan isyarat untuk membentuk instrumen penelitian sederhana sebagai 

langkah strategis dalam melengkapi data yang akan menjadi struktur perbandingan 

dengan data yang telah diperoleh melalui sejumlah teknik pengumpulan data. Tentu 

instrumen sederhana yang dikembangkan setelah permasalahan penelitian semakin 

kompleks dan dapat dipertanggungjawabkan secara konseptual, dapat berhubungan 

dengan panduan substantif dalam pelaksanaan wawancara dan observasi terstruktur 

terhadap subjek-objek penelitian di lapangan. Beberapa topik utama sebagai arahan 

dan batasan wawancara terukur meliputi prasangka dari pemuda terhadap terhadap 

kebijakan kepemudaan dalam praktik nasional dan global, kohesivitas dari program 

secara praktik dengan prosedur nasional dan global, akomodasi pemetaan masalah 

kepemudaan, peran institusi terkait dalam mengupayakan kohesivitas program dan 

menghadapi hambatan termasuk desain evaluasi kebijakan. 
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3.3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Bahwa teknik untuk mengumpulkan data menjadi alternatif pilihan yang akan 

dijalankan dalam berbagai penelitian untuk memperoleh berbagai informasi krusial 

yang menunjang proses penyelidikan signifikansi dan implikasi dari suatu masalah 

penelitian dalam menentukan alternatif pemecahan masalah ataupun meningkatkan 

taraf signifikansi kebenaran suatu entitas teori tertentu. Dalam konstruksi dialektik 

ilmu pengetahuan bahwa teknik pengumpulan data memiliki tujuan mendasar untuk 

menghadirkan kontribusi dalam membangun kerangka konseptual antitesis terbaru, 

yang pada akhirnya dikonfrontasikan secara frontal dengan berbagai tesis, sehingga 

melahirkan tesis baru dengan tingkat kebenaran yang telah ternegasikan sedemikian 

rupa sebagai kebenaran mutlak. Bahwa teknik pengumpulan data secara pragmatik 

menjadi sarana dalam memperkuat berbagai informasi yang diperoleh melalui studi 

literatur pada tahapan perumusan masalah, termasuk sebagai sarana untuk verifikasi 

dan falsifikasi dari postulat penelitian dengan bertumpu pada pisau analisis berbasis  

kajian pustaka. Kualitas teknik pengumpulan data dapat berbanding linier terhadap 

kualitas dialektika antara jurang Empirical World yang kontekstual dan Conceptual 

World yang tekstual, sehingga dapat teridentifikasi berbagai kebaharuan, krusialitas 

dan kedudukan penelitian secara ontologi dalam bidang tertentu. 

Teknik pengumpulan data, secara substantif akan bergantung pada konstruksi 

masalah penelitian yang memang akan menentukan desain, pendekatan dan metode 

penelitian. Konsentrasi holistik terhadap konstruksi variabel independen, intervensi 

dan dependen pada rumusan masalah penelitian, secara spesifik akan menjadi dasar 

pemilihan rasional dari triangulasi teknik pengumpulan data. Bagaimanapun juga, 

studi pendahuluan yang menekankan formulasi dialektik di antara Empirical World 

dan Conceptual World untuk membangun kerangka teoritik berkaitan permasalahan 

penelitian, hanya dapat dinegasikan pada tahapan selanjutnya melalui sarana teknik 

pengumpulan data. Dengan demikian, penentuan teknik pengumpulan data menjadi 

langkah krusial yang secara substantif langsung mempengaruhi tingkat kedalaman 

penyelidikan signifikansi serta implikasi permasalahan penelitian yang dirumuskan 

berdasarkan pendekatan tertentu. Adapun sejumlah teknik pengumpulan data yang 

dipergunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan krusialitas terhadap 

penerapan triangulasi teknik pengumpulan data adalah berikut. 
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3.3.4.1 Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi menjadi entitas pengumpulan data yang dilakukan melalui 

penyelidikan komprehensif terhadap signifikansi dan implikasi berbagai informasi, 

yang relevan dengan permasalahan penelitian pada sejumlah dokumen sebagai data 

historikal baik dengan karakteristik formal maupun informal. Dalam penelitian ini, 

studi dokumentasi dilaksanakan ke dalam dua tahapan dengan orientasi tujuan yang 

berbeda. Pada tahapan pertama, studi dokumentasi diformulasikan dengan spesifik 

untuk mengidentifikasi berbagai ketentuan normatif terkait kebijakan kepemudaan 

yang diisyaratkan secara substantif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

baik UU Kepemudaan, UU Ormas, UU Gerakan Kepramukaan, UU Desa, maupun 

peraturan Permensos tentang Karang Taruna. Dalam kesempatan yang sama, kajian 

dokumentasi juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk permasalahan 

kepemudaan, yang termanifestasikan dalam IPP Kabupaten Cianjur dengan kualitas 

masih rendah dalam publikasi Bappenas. Dalam tahapan ini, juga dilakukan proses 

pemetaan terkait Policy Network Analysis untuk melaksanakan identifikasi formasi 

dan konfigurasi jaringan berbagai implementor kebijakan kepemudaan, yang akan 

menunjukan sinergitas implementasi kebijakan dalam berbagai aturan. 

Tahapan kali kedua, studi dokumentasi dilakukan terhadap berbagai dokumen 

kebijakan kepemudaan pada setiap implementor kebijakan dalam skala pemerintah 

pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Cianjur. Dalam tahap tersebut, akan 

terlihat konstruksi muatan kebijakan dan trajektori kohesivitas kebijakan pelayanan 

kepemudaan dari berbagai pihak implementor dalam skala pemerintah Kabupaten 

secara internal maupun dengan pemerintah tingkat Provinsi secara vertikal. Bahwa 

kualitas trajektori tersebut akan menampilkan kualitas kejelasan transmisi kerangka 

disposisi dari implementor kebijakan sendiri dalam berbagai tingkat pemerintahan. 

Terlebih lagi, studi dokumentasi tahap kali kedua memiliki kedudukan krusial pada 

penelitian berbasis pendekatan neo-institusionalisme ini. Bahwa implikasi institusi 

dalam perspektif Historical Institutionalism terlihat pada kinerja institusi itu sendiri 

yang koheren dengan perjalanan ruang serta waktu (Thelen, 1999). Perubahan pada 

kinerja institusi implementor kebijakan kepemudaan dapat memberikan informasi 

krusial tentang arahan serta batasan dalam implementasi kebijakan itu sendiri, yang 

dapat diobservasi dalam laporan pelaksanaan kebijakan. 
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3.3.4.2 Wawancara Terstruktur 

Bahwa teknik pengumpulan data melalui wawancara dinilai sebagai cerminan 

seni dalam menjalin dan memperkuat relasi melalui pertemuan komunikatif dengan 

subjek penelitian dengan kompetensi dalam bidang bersangkutan. Bahwa kerangka 

wawancara memungkinkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan secara kuat dan 

terbuka, sehingga subjek penelitian dapat memberikan jawaban yang lebih realistik 

tanpa mendapatkan restriksi dari perspektif peneliti (Creswell, 2015). Permasalahan 

terbesar dalam proses wawancara adalah terdapat kemungkinan bahwa subjek dari 

penelitian dapat memberikan informasi artifisial dan interpretatif, sekalipun perihal 

masalah tersebut dapat diminimalisir dengan triangulasi. Dalam penelitian kualitatif 

ini, wawancara terstruktur dengan format One-on-One hanya dilaksanakan terhadap 

implementor kebijakan kepemudaan pada tingkat Kabupaten Cianjur. Bahwa model 

wawancara terstruktur tidak menutup kemungkinan juga akan dilaksanakan dengan 

implementor kebijakan kepemudaan pada tingkat Provinsi Jawa Barat, karena akan 

diperlukan untuk melakukan verifikasi dan pengujian pernyataan dan informasi dari 

implementor kebijakan kepemudaan pada tingkat Kabupaten.  

3.3.4.3 Penyebaran Survei 

Bahwa format survei yang dipergunakan adalah focus group dengan berbagai 

pertanyaan terbuka bersama sejumlah pilihan jawaban. Sekalipun format dari survei 

yang dipergunakan menghadirkan pilihan jawaban, namun partisipan yang terlibat 

tetap mempunyai kesempatan untuk memberikan jawaban tersendiri karena tersedia 

pilihan untuk secara distingtif memberikan respons. Bahwa penyediaan opsi pilihan 

secara distingtif tersebut menjadi upaya untuk mengurangi distorsi pada penarikan 

generalisasi analisis respons dari partisipan penelitian, yang dapat dikualifikasikan 

ke dalam beberapa kelompok jawaban tertentu yang ditentukan sebelumnya. Bahwa 

kondisi demikian akan merepresentasikan terdapat kemungkinan hasil analisis lain, 

ketika terdapat kualifikasi pilihan jawaban dengan konstruksi yang berbeda dengan 

kualifikasi pilihan jawaban dalam survei sebelumnya. Implikasi rasional dari jurang 

perbedaan kualifikasi pilihan jawaban sebagai diferensiasi konsepsi, maka terbuka 

probabilitas untuk menghadirkan hasil penelitian dengan artikulasi dan signifikansi 

yang jauh berbeda. Terlepas dari hal tersebut, penyebaran survei akan dilaksanakan 

melalui sejumlah partisipan yang dapat dimobilisasi secara otonom. 
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3.3.5 Teknik Analisis Data 

Bahwa analisis terhadap data penelitian, pada titian anak tangga kali pertama 

akan terlihat sebagai konstruksi berpikir, karena seorang peneliti tidak akan berbeda 

dengan filosof yang tugas utamanya adalah berpikir taraf tinggi. Analisis data tidak 

terdapat dalam pengertian berpikir dengan filosofis terhadap fenomena sosial dalam 

kualifikasi abstraktif, namun analisis data menjadi region magnetik dari pertanyaan 

penelitian untuk menjadi kebenaran realistis dalam balutan faktualitas. Tidak dapat 

dipungkiri bahwa tahapan analisis data dalam pendekatan kualitatif merupakan ruh 

utama dalam menghadirkan penjelasan kritis terhadap berbagai pertanyaan empirik 

penelitian sebagai keindahan intelektual. Preferensi analisis data yang sangat prima 

sebagai representasi kelincahan nalar yang eksotik, dapat menghadirkan pandangan 

dan gagasan yang terlihat sensasional dan mencabik rasionalitas. Bahwa simpulan, 

implikasi dan rekomendasi yang dihasilkan akan membawa kekuatan yang menarik 

dan menakjubkan, sehingga dapat mengatasi berbagai permasalahan krusial dengan 

akselerasi yang menakjubkan bahkan dapat membersihkan permasalahan penelitian 

dari ranah ketidakpastian dan kemajdudan. 

Secara normatif, analisis data dalam pendekatan kualitatif ini dilakukan dalam 

dua tahapan krusial. Pertama, proses analisis secara holistik terhadap data dilakukan 

sebelum peneliti memutuskan akan memasuki lapangan untuk mengadakan prosesi 

observasi, wawancara terstruktur, dokumentasi serta triangulasi dalam memperoleh 

data primer dari berbagai subjek penelitian. Dalam tahapan ini, proses analisis data 

memiliki konsentrasi untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap rimba infinit 

berbagai informasi sekunder baik hasil penelitian yang terdahulu maupun dokumen 

perundangan-undangan. Analisis data dalam tahapan kali pertama dibangun dengan 

membentuk konstruksi dialektika etik antara permasalahan penelitian sebagai dunia 

empirik koheren dengan sistem nilai dengan dunia konseptual yang terbebas secara 

holistik dari ikatan nilai. Bahwa taraf signifikansi kulminasi dari analisis data tahap 

kali pertama tidak lain adalah teridentifikasi kebaharuan penelitian, jurang terbuka 

fenomena, jurang penelitian, jurang teoritis, krusialitas penelitian serta kedudukan 

permasalahan penelitian dalam ontologi PKn. Sekalipun berbagai hal krusial dalam 

penelitian telah teridentifikasi secara seksama, namun tidak menutup kemungkinan 

proses dialektik tersebut kembali bergulir. 
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Kedua, analisis data diselenggarakan secara beriringan dengan pengumpulan 

berbagai bentuk data primer dari subjek penelitian, termasuk setelah proses tersebut 

berlangsung. Ketika peneliti mendapatkan wawancara terstruktur dengan formasi 

pertanyaan terbuka, maka analisis terhadap data primer dilakukan secara bersamaan 

pada saat subjek penelitian memberikan jawaban. Bahwa rangkaian dari pengajuan 

pertanyaan dan memberikan jawaban, akan menjadi atraktor sebagai entitas holistik 

region magnetik yang dapat memberikan arus balik konstruktif terhadap pertanyaan 

penelitian. Dalam taraf signifikansi kulminatif, proses tersebut tentu akan berhenti 

ketika tidak terdapat lagi klaster potensi dan probabilitas terjadi fluks sebagai posisi 

yang memungkinkan kontinuitas pengajuan pertanyaan. Dengan demikian, analisis 

data akan berhenti secara normatif ketika tidak terdapat lagi lokasi bifurkasi sebagai 

titik percabangan pertanyaan, mengingat data utama penelitian yang diperoleh telah 

mencapai taraf signifikansi jenuh dan cukup layak dinilai kredibel. Adapun analisis 

data ketika pengumpulan data utama dilakukan melalui mereduksi data, menyajikan  

data, memverifikasi dan membentuk kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994). 

3.3.5.1 Reduksi Data 

Bahwa berbagai data yang diperoleh selama proses penelitian akan memiliki 

tingkat keberagaman dengan kompleksitas yang membutuhkan determinasi cukup 

tinggi dalam menentukan jalur trajektori abstraksi persamaan karakteristik melalui 

reduksi data. Proses reduksi tersebut direalisasikan dengan menentukan tema utama 

dari berbagai informasi sesuai dengan indikator dan sub indikator. Bahwa indikator 

dan sub indikator yang ditampilkan dalam skema instrumen penelitian merupakan 

operasionalisasi dari rumusan masalah penelitian terkait persepsi pemuda terhadap 

program layanan kepemudaan sebagai kebijakan internal implementor dan program 

pembangunan pemuda berbasis model Organisasi 4-H, tingkat kesesuaian program 

pelayanan kepemudaan secara praktik dengan prosedur kebijakan dan sejauh mana 

pemetaan potensi masalah kepemudaan telah terakomodasi, peran krusial institusi 

terkait dalam mengupayakan tingkatan kesesuaian program pelayanan kepemudaan 

menghadapi hambatan dalam implementasi termasuk desain evaluasi yang reliabel. 

Bahwa tema tersebut dalam penelitian ini menjadi pondasi dasar untuk membangun 

trajektori abstraksi dari persamaan karakteristik berbagai informasi ilmiah melalui 

konstruksi kalimat yang padat dan koheren.  
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3.3.5.2 Penyajian Data 

Berbagai data penelitian yang heterogen dengan kompleksitas yang luar biasa 

tinggi, maka dengan determinasi prima harus direduksi dalam berbagai entitas tema 

mayor dan minor sebagai pelapisan tema dalam trajektori kohesivitas abstraksi dari 

persamaan karakteristik pada kualifikasi tema tersebut dan direpresentasikan dalam 

bentuk grafik, tabel, piktogram, pie chart dan sebagainya. Dengan model penyajian 

data demikian, berbagai data penelitian yang kompleks dapat terorganisir, tersusun, 

terbentuk dan tersajikan dalam konstruksi hubungan yang runtut, sehingga menjadi 

mudah dipahami (Sugiyono, 2017) dan diinterpretasikan. Dalam penelitian berbasis 

studi implementasi ini, penyajian berbagai data ditampilkan ke dalam bentuk narasi 

deskriptik-preskriptik dengan beberapa bagan dan tabel. Melalui kegiatan penyajian 

data tersebut, dapat terlihat korespondensi secara substantif dari berbagai kelompok 

tema utama. Dengan demikian, penyajian data dapat memperlihatkan trajektori dari 

tendensi arah masalah dalam implementasi kebijakan kepemudaan seperti persepsi 

kalangan pemuda, tingkat kesesuaian kebijakan, analisis terkait jaringan kebijakan, 

kerangka koalisi advokasi, analisis perkembangan kelembagaan, hambatan dalam 

implementasi kebijakan termasuk desain evaluasi kebijakan kepemudaan. 

3.3.5.3 Simpulan dan Verifikasi 

Berbagai data penelitian yang telah direduksi dan ditampilkan dalam berbagai 

penyajian, akan memperlihatkan ada atau tidaknya keberadaan abstraksi persamaan 

karakteristik masalah penelitian dengan kerangka konseptual sebagai pisau analisis. 

Dalam konteks penelitian ini, hasil dari pengumpulan data melalui proses penarikan 

kesimpulan dapat memberikan informasi akurat tentang dasar masalah pelaksanaan 

kebijakan kepemudaan dengan bertumpu kepada pendekatan neo-institusionalisme. 

Ketika berbagai data primer yang diperoleh telah menghadirkan jalur trajektori dari 

abstraksi persamaan karakteristik berbasis kerangka konseptualitas yang ada, maka 

konfigurasi faktualitas dalam abstraksi tersebut harus diverifikasi melalui sejumlah 

pihak dengan otoritas dan kredibilitas yang relevan sebagai proses verifikasi. Hasil 

dari rangkaian verifikasi, secara teoritik dalam memberikan penarikan kesimpulan 

yang kredibel, sekaligus menjadi bagian proses falsifikasi dari pengetahuan krusial 

yang diperoleh. Karena formasi pengetahuan yang dapat dibuktikan secara empirik, 

harus tetap melalui pengujian ketahanan terhadap kebenaran teoritik tersebut. 
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3.1 Pengujian Keabsahan Data 

Bahwa sebuah penelitian dengan pendekatan kualitatif yang dipandang sangat 

objektif sekalipun, dalam taraf signifikansi tertentu dapat menunjukan entitas gejala 

distorsi sebagai produk sampingan dari konfigurasi data yang tidak lagi terpercaya. 

Penelitian yang memperlihatkan bahwa 60 persen dari warga negara dengan tingkat 

ketertarikan yang tinggi terhadap nilai demokrasi, bahkan tidak secara tepat mampu 

merepresentasikan sistem nilai dalam masyarakat. Hubungan korespondensi antara 

keduanya tidak dimanifestasikan ke dalam konstruksi matematis deterministik yang 

bersifat konvensional. Seorang peneliti yang mengutamakan keabsahan data, secara 

praksis akan berhadapan dengan tekanan karena merupakan bagian dari situasi yang 

diamati, sehingga sekalipun memberikan pernyataan paling netral dan dispassionate 

tidak akan mungkin sepenuhnya terpisah dalam hubungan dengan batas dan arahan 

nilai dalam masyarakat. Pada sisi lain, seorang peneliti berhadapan dengan berbagai 

resiko untuk mengambil posisi dengan memperlihatkan tendensi terhadap fakta dari 

subjek penelitian. Oleh karena itu, ilustrasi tersebut menuntut pengujian keabsahan 

data melalui uji kredibilitas, uji keteralihan, uji reliabilitas dan uji objektivitas. 

3.4.1 Pengujian Kredibilitas Data 

Oleh karena itu, kredibilitas data tidak hanya berkaitan dengan kebenaran dari 

informasi yang diberikan subjek penelitian, melainkan juga terkait koherensi pihak 

peneliti dengan sistem nilai masyarakat tertentu yang dijadikan standar operasional 

pengukuran. Dalam penelitian ini, secara menyeluruh pengujian kredibilitas terkait 

berbagai data dilaksanakan sedari penyusunan Critical Theory pada awal penelitian 

dengan memilih data sekunder dari artikel internasional yang terindeks, untuk dapat 

memberikan jaminan atas keabsahan dan keakuratan hasil penelitian sesuai dengan 

rumusan masalah penelitian. Bahwa proses pengujian kredibilitas terhadap berbagai 

data dalam pendekatan kualitatif pada umumnya dilakukan melalui memperpanjang 

kegiatan pengamatan, meningkatkan determinasi ketekunan, menerapkan kegiatan 

triangulasi, melakukan analisis terhadap entitas kasus negatif, melaksanakan proses 

Member Check (Lapau, 2012), dan mempergunakan referensi yang relevan (Yusuf, 

2017). Dengan berbagai langkah dalam pengujian kredibilitas tersebut, diharapkan 

berbagai daya yang didapatkan dalam proses penelitian menjadi data yang memang 

realistik dan terpercaya dengan tidak menampilkan perubahan. 
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3.4.1.1 Perpanjangan Pengamatan 

Pada umumnya dalam pendekatan kualitatif bahwa perpanjangan pengamatan 

dilakukan dengan kembali turun ke lapangan untuk mengadakan kegiatan observasi 

dan wawancara terstruktur dengan berbagai subjek penelitian. Proses perpanjangan 

pengamatan menjadi salah satu usaha untuk menjamin kredibilitas konfigurasi data 

dengan memperhatikan indikasi polarisasi perubahan data yang disampaikan subjek 

penelitian pada sesi kali pertama. Tidak jarang juga perpanjangan pengamatan akan 

dimaksudkan untuk memperkuat jalinan sosial antara peneliti dengan subjek dalam 

penelitian, sehingga para informan berada dalam keadaan yang nyaman, termotivasi 

tinggi dan lebih terbuka. Kondisi psikologis subjek penelitian demikian, diharapkan 

dapat menampilkan konfigurasi tindakan yang alamiah dan realistik, tidak terdapat 

informasi yang diartikulasikan secara artifisial. Dalam penelitian ini, perpanjangan 

pengamatan tidak dilakukan dengan turun ke lapangan dalam dua tahap, melainkan 

melalui membangun upaya komunikasi yang humanis dan intensif dengan berbagai 

subjek penelitian untuk membangun ikatan emosional yang lebih koheren, sebelum 

turun langsung ke lokasi penelitian.  

3.4.1.2 Peningkatan Ketekunan 

Kunci utama dari keberhasilan melaksanakan penelitian tidak hanya terdapat 

dalam kapasitas intelektualitas sebagai konstruksi berpikir filosofis peneliti, bahkan 

lebih dari itu terdapat pada dimensi ketekunan. Bahwa ketekunan dalam rangkaian 

kegiatan penelitian, terlihat ketika peneliti secara kontinuitas dan berkala akan terus 

melakukan pengecekan terkait kepastian data. Seorang kriptografer ketika mencoba 

melakukan pemecahan kodifikasi terhadap informasi dalam format chipertext tidak 

hanya dapat mengandalkan keterampilan algoritma unenkripsi, melainkan terdapat 

determinasi sebagai ketekunan untuk melakukan konversi menjadi plaintext. Dalam 

penelitian ini, peningkatan ketekunan tercermin dalam kegiatan peninjauan kembali 

kredibilitas data primer dan sekunder secara berkelanjutan serta berkala. Peninjauan 

terhadap data sekunder dalam membangun struktur konseptual sebagai pisau tajam 

analisis kerangka empirik dilakukan melalui prosedur pengecekan berlapis prosesi 

penerjemahan artikel internasional, pengecekan kembali substansi dokumen formal 

dan membentuk anotasi bibliografi. Pengecekan berkala terhadap data primer justru 

dilakukan dengan memperkuat regulasi dalam proses triangulasi data. 
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3.4.1.3 Triangulasi 

Menimbang bahwa fenomena sosial mempunyai struktur utama dan artikulasi 

yang muda berubah, sehingga hadir dalam samaran kontinum yang relevan dengan 

interpretasi pihak tertentu, maka triangulasi menempati posisi krusial dalam rangka 

melakukan pengecekan atas data melalui berbagai cara. Triangulasi secara normatif 

diformulasikan untuk melakukan penyelidikan berkenaan konsistensi berbagai data 

penelitian dari sejumlah subjek penelitian. Ketika konfigurasi data primer tersebut, 

dimunculkan dengan trajektori persamaan karakteristik informasi sebagai cerminan 

kohesivitas data, maka taraf signifikansi dari kredibilitas data ternegasikan. Adapun 

dalam penelitian ini, triangulasi direalisasikan dalam tiga spektrum baik triangulasi 

sumber, teknik maupun waktu. Bahwa triangulasi sumber menjadi pengujian prima 

terhadap subjek penelitian dengan menghadirkan pengecekan data secara struktural, 

dengan melibatkan pimpinan dari Disparpora, DPD KNPI, Karang Taruna, Gerakan 

Kepramukaan pada tingkat Provinsi dan Kabupaten termasuk pemerintahan tingkat 

desa sebagai implementor kebijakan kepemudaan, bawahan yang diberikan tugas 

menyelenggarakan urusan bidang yang relevan dengan rumusan penelitian, bahkan 

di antara implementor kebijakan sendiri yang menjadi koordinasi layanan. 

Untuk menjamin kredibilitas data primer dalam penelitian dapat dilaksanakan 

dengan triangulasi teknik. Dalam penelitian ini, triangulasi teknik diterapkan secara 

berimbang dengan mempergunakan teknik pengumpulan data berbeda baik melalui 

wawancara terencana, studi dokumentasi dan kuesioner. Bahwa penggunaan teknik 

yang berbeda secara normatif dapat saling memberikan konfirmasi terhadap semua 

informasi yang diperoleh dengan tampilan yang relevan. Tidak hanya hal demikian, 

triangulasi teknik juga diperlukan untuk melakukan eksplorasi terhadap informasi, 

yang tidak dapat diperoleh secara mendalam dengan teknik tertentu. Bahkan sangat 

memungkinkan bahwa informasi yang diperoleh dari subjek penelitian mempunyai 

indikasi mengalami perubahan dalam situasi tertentu. Proses wawancara terstruktur 

dan kuesioner tidak menutup kemungkinan memberikan hasil yang berbeda, ketika 

subjek penelitian berada dalam kondisi psikologis yang jauh berbeda. Dalam proses 

pengumpulan data pada penelitian ini, triangulasi waktu yang menuntut alokasi dan 

distribusi waktu yang panjang dapat diantisipasi dengan memastikan kondisi subjek 

penelitian dalam keadaan termotivasi ketika dihadapkan dengan pengumpulan data. 
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3.4.1.4 Penggunaan Referensi Kredibel 

Penelitian ilmiah yang kredibel menuntut peneliti untuk mempergunakan data 

yang relevan dengan validitas dan kredibilitas tinggi dalam membentuk Conceptual 

World sebagai pisau analisis prima terhadap Empirical World. Menimbang perihal 

tersebut, seorang peneliti dengan konsistensi dan determinasi mumpuni akan selalu 

menerapkan kualifikasi yang ketat dalam mempergunakan data baik bersifat primer 

maupun sekunder. Dalam penelitian ini, penggunaan informasi sekunder dilakukan 

dengan mempertimbangkan beberapa kualifikasi tertentu. Pertama, informasi yang 

dipergunakan dalam membangun kerangka berpikir tentang latar belakang masalah, 

jurang fenomena, jurang penelitian, jurang teoritis, kebaharuan penelitian termasuk 

kedudukan penelitian dalam ontologi PKn berasal dari berbagai jurnal internasional 

terindeks dengan penulis yang terkemuka. Hanya saja dalam penelitian, tidak akan 

mempertimbangkan kualifikasi rentang tahun pada penerbitan artikel internasional, 

mengingat terdapat beberapa artikel kontemporer yang sangat krusial dalam proses 

penelitian ini. Bahwa artikel tersebut terkait dengan konstruksi dalam modal sosial, 

pendekatan behavioralisme dan neo-institusionalisme, termasuk terkait pendidikan 

politik dalam kajian dialektik. 

3.4.2 Pengujian Keteralihan 

Bahwa posisi kajian teoritik tidak hanya merupakan dasar pengembangan dari 

kerangka konseptual sebagai asumsi dasar terhadap permasalahan empirik kekinian 

dan kedisinian, namun dapat juga memberikan dasar untuk melaksanakan proyeksi 

(Friedman, 1966) sebagai tujuan utama ilmu pengetahuan terhadap masalah krusial 

belum dieksplor secara mendalam. Penelitian ini tidak hanya memberikan deskripsi 

dasar behavioral dalam kebijakan kepemudaan dan eksistensi institusi yang bahkan 

menghadirkan suatu Constraints dan Guidelines terhadap implementor kebijakan, 

lebih dari itu dapat menjadi kerangka konseptual dalam menganalisis permasalahan 

serupa. Formasi konseptual preskriptif demikian, menjadi pengujian transferability 

atau keteralihan untuk menilai sampai sejauh mana kualitas penelitian ini sanggup 

diterapkan dalam kondisi lain yang relevan. Pengujian keteralihan tidak lain bentuk 

validitas eksternal yang berada jauh dari ruang dimensi peneliti sendiri, karena yang 

dapat melakukan hal tersebut adalah peneliti lain. Oleh karena itu, proses penulisan 

hasil penelitian harus mudah dipahami peneliti lain untuk diterapkan. 



336 
 

Moch. Agung Lukmanul Hakim, 2022 
TRANSFORMASI KEBIJAKAN KEPEMUDAAN DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN: ANTARA PROSEDUR, IMPLEMENTASI DAN EVALUASI KEBIJAKAN (STUDI 
PELAYANAN KEPEMUDAAN DI KABUPATEN CIANJUR) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

3.4.3 Pengujian Reliabilitas 

Penelitian yang berbasis paradigma preskriptik akan memiliki kecenderungan 

untuk dapat direalisasikan dalam memecahkan masalah relevan pada lokasi berbeda 

dengan prosedur yang sama. Ketika sebuah penelitian ilmiah dapat direplikasi oleh 

peneliti lain dengan melakukan identifikasi terhadap titik kebaharuan, maka proses 

penelitian yang diulang kembali tersebut dapat dikatakan memiliki reliabilitas yang 

handal. Dalam penelitin ini, pengujian reliabilitas dilakukan dengan meminta audit 

terhadap keseluruhan kegiatan penelitian mulai dari penyusunan model pendekatan 

Critical Theory dengan dialektika teoritik untuk menentukan pisau analisis, kajian 

literatur, penentuan metode pada penelitian dengan muatan tahapan yang kompleks, 

pembahasan hasil temuan sampai kesimpulan oleh Pembimbing Akademik. Proses 

audit tersebut sekaligus menjadi validasi terhadap serangkaian penelitian yang telah 

dilakukan dalam memberikan jaminan terhadap reliabilitas peneliti sendiri. Ketika 

seorang peneliti tidak dapat menunjukan aktivitas penelitian yang tervalidasi secara 

akurat, maka reliabilitas peneliti tersebut tidak mungkin lagi dipercaya dengan hasil 

penelitian yang memiliki keabsahan. 

3.4.4 Pengujian Objektivitas 

Pengujian objektivitas merupakan bentuk pengujian keabsahan berbagai data 

atau hasil penelitian dengan meminta konfirmasi dari para subjek penelitian. Bahwa 

ketika subjek penelitian sebagai sumber informasi utama telah memberikan bentuk 

konfirmasi menerima hasil penelitian, secara otomatis hasil penelitian tersebut telah 

terkonfirmasi secara objektif. Tidak jarang pengujian objektivitas dilakukan dengan 

berulang melalui presentasi hasil penelitian secara konsisten sampai seluruh subjek 

penelitian menerima dan tidak lagi menunjukan sikap skeptik. Dalam penelitian ini, 

pengujian objektivitas tidak dilakukan dengan presentasi berulang terhadap subjek 

penelitian, menimbang sebagian besar informan utama dalam penelitian ini adalah 

aparatur negara dengan kesibukan yang tinggi. Pengujian objektivitas bahkan telah 

dilakukan dalam tahap member check, dimana setiap subjek penelitian dimintakan 

memberikan konfirmasi terhadap interpretasi jawaban yang dibentuk peneliti. Hasil 

penelitian secara holistik, akan disampaikan kepada subjek penelitian dalam bentuk 

artikel ilmiah yang akan dipublikasikan. Ketika subjek penelitian tidak memberikan 

konfirmasi dalam batas waktu tertentu, maka akan dinilai terkonfirmasi. 
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3.2 Isu Etik Potensial 

Etika penelitian menjadi panduan komprehensif seorang peneliti dalam usaha 

melakukan suatu penyelidikan untuk menemukan jawaban secara holistik (Priyono, 

2008). Bahwa permasalahan etika hadir karena berbagai peneliti tidak memberikan 

penghormatan terhadap sistem nilai dalam masyarakat atau kelompok tertentu yang 

berkenaan dengan penelitian, sehingga berpotensi mereduksi kualitas validitas data 

penelitian (Umar dan Choiri, 2019). Etika dalam penelitian merupakan keniscayaan 

yang tidak mungkin dihindari, karena menjadi arahan mumpuni dalam mengurangi 

potensi dan probabilitas kegagalan penelitian. Bahwa masalah etika dalam kegiatan 

penelitian dapat berkaitan dengan pelanggaran ilmiah melalui fabrikasi, pemalsuan 

dan plagiarisme (Gross, 2016) sebagai realitas dalam penelitian ilmiah yang mampu 

memberikan implikasi destruktif terhadap proprietas penelitian yang tidak mungkin 

dipertanggungjawabkan (Goodstein, 2020). Bagaimana kasus penipuan Stapel telah 

menjadi hantaman terbuka terhadap komunitas disiplin ilmu psikologi (Stroebe dan 

Spears, 2012). Atau bagaimana dengan kasus transplantasi kulit sintetik tikus tahun 

1974 menjadi penipuan dalam bidang pengobatan (Nyelenna dan Simonsen, 2006). 

Kedua kasus demikian, menjadi bagian terkecil dari pelanggaran ilmiah pada abad 

kontemporer yang menjadi ancaman besar terhadap kredibilitas penelitian. 

Bahwa permasalahan pelanggaran penelitian ilmiah yang tidak ubahnya jalan 

tidak berujung, paling tidak dapat direduksi dengan melakukan penyelidikan secara 

seksama terhadap struktur acuan dan disposisi penelitian (Friedman, 1992). Bahkan 

penanggulangan pelanggaran ilmiah dengan pendekatan terbaik, dapat dimulai dari 

pencegahan dan penegakan hukum. Pembelajaran tentang etika penelitian tidak lagi 

berdiri sendiri, melainkan dapat diintegrasikan dalam kurikulum Pendidikan Tinggi 

dengan sanksi pelanggaran etika harus diberlakukan pada tingkat kelembagaan dan 

nasional (Okonta dan Rossouw, 2013). Pada akhirnya mungkin akan seperti perihal 

yang disampaikan Weed (1998) berkaitan kesediaan mempelajari perilaku peneliti 

dalam perspektif peneliti tersendiri atau justru hanya dipuaskan melalui pernyataan 

Lee (2012) bahwa beberapa pelanggaran tidak pernah mendapatkan respons dengan 

penyelidikan mendalam, maka menjadi tidak mungkin memberikan kepastian yang 

terukur terhadap dugaan pelanggaran. Tidak sedikit pelanggaran penelitian empirik 

dengan bukti permulaan yang cukup, namun tidak dibuktikan secara ilmiah. 
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Selain pelanggaran dalam penelitian, etika penelitian juga berkenaan dengan 

subjek proses penelitian (Priyono, 2018). Bahwa sistem perlindungan terhadap diri 

manusia telah berkembang sedari lima dekade lalu (Rice, 2008). Landasan filosofis 

untuk memberikan perlindungan terhadap manusia yang menempati subjek prosesi 

penelitian, dimulai dengan respons terhadap kekejaman yang dilakukan dokter Nazi 

pada  narapidana kamp konsentrasi. Implikasi dari respons sebagai reaksi penolakan 

terhadap perihal serupa, maka dewasa ini kebijakan terkait penelitian terhadap diri 

manusia telah memberikan konsentrasi spesifik menghadirkan proses perlindungan 

melalui regulasi (Rhodes, 2010). Sekalipun demikian, regulasi perlindungan terkait 

manusia sebagai subjek penelitian tidak lebih dari pluralitas perhatian etis, terutama 

terkait kepatuhan aturan kelembagaan. Sementara usaha untuk mengurangi potensi 

dan probabilitas terjadi destruktif terhadap subjek penelitian, semakin terdegradasi  

(Greenwood, 2016). Tidak jarang ditemukan terdapat kompensasi terkait implikasi 

destruktif terhadap subjek penelitian dengan memberikan intensif. Bahkan kegiatan 

pemberian intensif bertujuan menjamin akomodasi dan kontinuitas susunan subjek 

penelitian tidak menjadi masalah, terkecuali ketika penelitian melintasi kepribadian 

dari subjek penelitian (Grant dan Sugarman, 2004).  

Sosialisasi berkenaan krusialitas pengendalian masalah etik dalam penelitian 

sebagai upaya mengembangkan pandangan etika, tidak akan menjadi isu intervensi 

terhadap integritas penelitian. Upaya demikian, justru dapat meningkatkan kualitas 

pemahaman konfigurasi data yang berbanding lurus dengan kualitas rekrutmen etis 

sebagai subjek penelitian yang berdasarkan prinsip kerahasiaan, pembekalan serta 

tanpa kehadiran intervensi (Blanck dkk., 1992). Berdasarkan penjelasan deskriptik 

tersebut, maka dalam penelitian ini terdapat diskusi terkait krusialitas masalah etika 

potensial serta prosedur yang dipergunakan dalam mereduksi potensi permasalahan 

etik yang mungkin muncul. Penanggulangan masalah etik merupakan usaha dalam 

memenuhi standar dalam etika penelitian terhadap manusia sebagai subjek prosesi 

penelitian dengan setiap tingkatan relasinya (Merritt dkk., 2010). Karena penelitian 

yang mengharuskan keterlibatan perilaku manusia akan menjadi komponen krusial 

dalam bidang nutrisi dan dietika (Stang, 2015) termasuk dalam kajian ilmu sosial. 

Keterlibatan dari manusia dalam penelitian dapat merepresentasikan pembentukan 

pedoman praktis dan implikasi intervensi terhadap fenomena yang terjadi. 
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Bahwa masalah etik dalam penelitian ini akan sangat berkorespondensi secara 

terukur dengan memberikan informasi berkaitan tujuan dan signifikansi penelitian, 

berbagai informasi krusial, menghormati tempat penelitian, mengusahakan terdapat 

timbal balik konstruktif, melaksanakan wawancara terstruktur yang etik, menjamin 

kerahasiaan sesunan data tertentu dan kolaborasi dengan subjek penelitian. Dalam 

rangka menjamin tidak terjadi berbagai kebohongan pada penelitin ini, sedari awal 

peneliti akan memberikan informasi secara holistik dan akurat berkaitan tujuan dan 

signifikansi penelitian pada subjek penelitian dalam draf proposal penelitian. Tidak 

menutup kemungkinan, terdapat diskusi dengan beberapa subjek penelitian tentang 

tujuan dan signifikansi penelitian. Dengan draf proposal yang telah diberikan, maka 

sejumlah subjek dalam penelitian dapat menilai konsistensi informasi krusial, yang 

sedari awal didiskusikan bersama. Masalah etika lain yang mungkin muncul adalah 

ketika subjek penelitian tanpa terduga telah memberikan informasi “sensitif” terkait 

implementasi kebijakan kepemudaan. Dalam sebagian penelitian, bentuk informasi 

tersebut akan dihilangkan dalam kerangka analisis. Untuk mendapat solusi terbaik, 

maka akan dilakukan diskusi mendalam dengan Pembimbing Akademik. 

Masalah etika lain yang mungkin muncul juga, ketika peneliti turun langsung 

ke lapangan dengan sistem nilai tertentu. Seorang peneliti akan berhadapan dengan 

masalah etik ketika menunjukan penolakan atau justru menjadi bagian dari struktur 

sistem yang berlaku di lokasi penelitian. Oleh karena itu, sedari awal peneliti harus 

menegaskan peran sebagai peneliti berkaitan relasi dengan berbagai subjek dalam 

penelitian dengan sistem nilai yang membentuk Constraints dan Guideline. Dengan 

menimbang bahwa sebagian besar subjek penelitian adalah aparatur pemerintahan, 

maka untuk menghindari permasalahan etik harus dibangun hubungan timbal-balik 

yang konstruktif. Paling tidak, usaha tersebut dapat dibangun dengan menyesuaikan 

kegiatan penelitian sesuai kegiatan subjek penelitian dan tidak memaksakan waktu 

tertentu untuk melaksanakan wawancara. Bahwa wawancara yang dilakukan tidak 

memberikan penghakiman, melainkan hanya menggali informasi secara santun dan 

penuh penghormatan. Dalam kegiatan wawancara, mungkin saja terdapat informasi 

“sensitif” yang dengan pertimbangan tertentu dapat dimasukan dalam analisis data, 

hanya saja identitas subjek penelitian akan mempergunakan nama pseudonim untuk 

menghindari permasalahan etis yang mungkin muncul. 


